
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Kebebasan pers bukan berarti pers bebas menyebarkan informasi 

apapun tanpa batas, namun dibatasi oleh hak orang lain. Seorang 

tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan peradilan 

yang adil dan diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah 

selama proses hukum berjalan. Terdapat pers yang dalam menjalankan 

fungsinya untuk memberikan informasi lalai dalam menaati ketentuan 

terkait pers dan membuat karya jurnalistik di luar kewenangannya. 

Karya jurnalistik yang termasuk trial by the press merupakan bentuk 

pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah karena mengadili 

seorang tersangka maupun terdakwa sebelum terdapat putusan 

berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh pers, dimana 

perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah dilindungi dalam UU 

Pers, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers dan Penjelasan Umum butir 

3 huruf c KUHAP. Sebuah karya jurnalistik yang melanggar asas 

praduga tidak bersalah dan termasuk dalam trial by the press merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Pers dan Pasal 3 Kode 

Etik Jurnalistik. Dalam UU Pers tidak terdapat pasal yang dapat 

menjerat orang perorangan, dan pertanggungjawaban hanya pada 

perusahaan pers. Ketika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik 

Jurnalistik, yang berhak untuk memberikan sanksi adalah organisasi 

perusahaan pers atau organisasi wartawan terkait. Trial by the press juga 

dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik yang diatur dalam 

KUHP dan UU ITE karena ketika suatu karya jurnalistik menilai 



seorang bersalah sedang belum terdapat putusan berkekuatan hukum 

tetap menyatakan demikian, nama baik seseorang dapat tercoreng. Trial 

by the press di Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 

(2) UU Pers, Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 

45 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 433 jo. Pasal 434 jo. Pasal 441 KUHP 

Baru.  

2. Pertanggungjawaban hukum pelaku trial by the press yang dijamin oleh 

UU Pers adalah melalui mediasi, hak jawab, dan hak koreksi, serta 

pemidanaan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Pers apabila hak jawab 

tidak dilayani oleh pers, namun harus melalui penilaian Dewan Pers 

terlebih dahulu. Apabila terdapat pengaduan dan/atau penemuan 

mengenai pelanggaran UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik, dari 

Polri akan diarahkan kepada Dewan Pers, maka proses penyelesaian 

perkara akan didampingi oleh Dewan Pers, yang dimulai dengan dinilai 

ada atau tidaknya pelanggaran oleh Dewan Pers dan kemudian apabila 

dinyatakan terdapat pelanggaran, maka akan diupayakannya 

penyelesaian melalui cara mediasi, hak jawab, dan hak koreksi, dan 

menjadikan pemidanaan sebagai pilihan terakhir dengan merujuk pada 

Pasal 15 ayat (2) UU Pers dan Pasal 12 ayat (5) Prosedur Pengaduan. 

Dalam hal terdapat pertanggungjawaban pidana, UU Pers memberikan 

pengaturannya kepada peraturan Perundang-undangan lain yang dapat 

disimpulkan bahwa UU Pers sangat bergantung pada peraturan lain. 

Pers terkesan sangat dilindungi oleh UU Pers, hal tersebut dikarenakan 

dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers, pidana yang dapat dijatuhkan 

hanyalah pidana denda terhadap perusahaan pers, rumusan pasal tidak 

memberikan kejelasan apakah pelanggaran terhadap asas praduga tidak 

bersalah dan hak jawab merupakan kumulatif atau alternatif, hak jawab 

yang digunakan pun tidak memberikan jaminan bahwa kerugian yang 

diderita tertutupi. Selain itu, untuk dapat menggunakan Pasal 18 ayat 

(2) UU Pers, harus melalui tahap dan prosedur yang panjang dengan 



didampingi oleh Dewan Pers, yaitu melalui mediasi, hak jawab, dan hak 

koreksi, sehingga hal tersebut menyebabkan sulitnya menjerat pers 

dengan pasal tersebut. Pengaturan mengenai pelanggaran terhadap asas 

praduga tidak bersalah dan hak jawab menjadi membingungkan apakah 

harus diadukan terlebih dahulu atau langsung diproses tanpa adanya 

pelaporan dan apakah proses tetap dilanjutkan walaupun pengaduan 

dicabut. UU Pers tidak memiliki pengaturan terhadap 

pertanggungjawaban individu pihak yang terlibat dalam pembuatan 

karya jurnalistik yang termasuk trial by the press, maka UU Pers tidak 

dapat memberikan perlindungan secara utuh terhadap semua pihak 

khususnya masyarakat. Pertanggungjawaban pelaku Trial by the press 

dapat didasarkan pada pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 

310 dan 311 KUHP, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dan 

Pasal 433 jo. Pasal 434 jo. Pasal 441 KUHP Baru. Baik KUHP maupun 

UU ITE dapat digunakan setelah penilaian dari Dewan Pers menyatakan 

bahwa pihak pers membuat karya jurnalistik tanpa memperhatikan 

kepentingan umum dan melanggar ketentuan dalam UU Pers dan Kode 

Etik Jurnalistik yang berarti bahwa UU Pers lebih diutamakan daripada 

KUHP dan UU ITE. Untuk Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU 

ITE dapat digunakan kepada perorangan maupun badan hukum dengan 

mengacu pada Pasal 310 KUHP, sedangkan Pasal 310 KUHP hanya 

dapat digunakan kepada orang perorang saja. Adapun Pasal 55 dan 56 

KUHP turut dapat digunakan terhadap Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 

ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dalam hal terdapat pihak yang 

turut serta melakukan atau membantu. Pasal 433 jo. Pasal 434 jo. Pasal 

441 KUHP Baru dapat menjerat baik badan hukum maupun orang 

perorangan yang terlibat. 

5.2. Saran  

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dari 

kesalahan yang dapat dilakukan pers, diperlukan adanya pengaturan 



khusus terhadap delik pers di Indonesia mengingat pers dapat menjadi 

senjata yang sangat merugikan apabila tidak dikendalikan dan 

berkembangnya teknologi menjadikan pola penyebaran informasi turut 

berkembang. Selain itu, diperlukan adanya harmonisasi antar peraturan 

UU Pers, KUHP, dan UU ITE agar tidak tumpang tindih dan 

menyulitkan masyarakat. Pemerintah perlu membentuk ketentuan 

khusus untuk mengatur anggota pers secara pribadi dalam UU Pers. 

Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya 

dengan mengatur delik pers khusus mengenai pelanggaran asas praduga 

tidak bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi 

mengingat setiap pribadi memiliki peran masing-masing dalam proses 

berjalannya pers di Indonesia.  

2. Diperlukan adanya penegasan terhadap rumusan Pasal 18 ayat (2) UU 

Pers agar tidak digunakan oleh pers untuk berlindung dibalik hak jawab 

dan tidak memberikan peluang kepada Dewan Pers untuk melindungi 

pihak pers. Pemerintah harus bekerja sama dengan Dewan Pers untuk 

membenahi peraturan yang tersebar ke dalam banyak peraturan yang 

menyulitkan masyarakat untuk memahami prosedur yang dapat 

ditempuh dalam hal terdapat pelanggaran mengenai karya jurnalistik. 

Pemerintah harus membentuk peraturan khusus mengenai pelanggaran 

yang dilakukan oleh pers terhadap asas praduga tidak bersalah yang 

lebih efektif dan efisien. Pemerintah harus memperjelas penggunaan 

UU ITE dan KUHP terhadap pers.  
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